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KONSEP DAN URGENSI PENEGAKAN HUKUM 
YANG BERKEADILAN 

 Thomas Hobbes (1588–1679 M) dalam bukunya 
Leviathan pernah mengatakan “Homo homini lupus”, artinya 
manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia 
memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara 
manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki 
manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baikInilah salah 
satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan.  



Cicero (106 – 43 SM) pernah menyatakan “Ubi societas ibi ius”, artinya di mana ada 
masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih 
diperlukan bahkan kedudukannya semakin penting. 
 

Kranenburg mengatakan “kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan 
tertib, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan 
negara itu terlalu sempit.”  

PENDAPAT LAINNYA MENGENAI URGENSI PENEGAKAN 
HUKUM 



BAGAIMANA DENGAN INDONESIA?  

     Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum. 
Artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka melainkan 
negara yang berdasarkan atas hukum, artinya semua persoalan 
kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus 
didasarkan atas hukum. Teori tentang tujuan negara dari Kranenburg ini 
mendapat sambutan dari negara-negara pada umumnya termasuk 
Indonesia.  
 

Dari bunyi alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan Negara Republik Indonesia pun 
memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Kranenburg, yakni:  
1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia  
2) memajukan kesejahteraan umum  
3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan  
4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
 



Dalam teori tujuan negara, pada umumnya, ada empat fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia:  

(1) melaksanakan penertiban dan keamanan;  

(2) mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya;  

(3) pertahanan; dan  

(4) menegakkan keadilan. 

Pelaksanaan fungsi keempat, yakni menegakkan keadilan, fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk 
mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-
badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. 



Mengapa Diperlukan Penegakan Hukum yang Berkeadilan? 
 
 Dari sebanyak tuntutan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif, namun 
beberapa hal masih tersisa. Mengenai penegakan hukum ini, hampir setiap hari, media massa baik elektronik maupun cetak 
menayangkan masalah pelanggaran hukum baik  
terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran 
HAM dan KKN. 

  
 

Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Penegakan Hukum yang Berkeadilan di 
Indonesia 
 
 Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, 
maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan 
antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara 
dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua 
pembagian besar hukum. Pertama, hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antarmanusia (individu) 
yang menyangkut "kepentingan pribadi" (misalnya masalah jual beli, sewa-menyewa, pembagian waris). Kedua, 
hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara  
dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya, masalah perampokan, pencurian, 
pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. 



KEPOLISIAN 

LEMBAGA-LEMBAGA PENEGAK HUKUM 

I 

KEJAKSAAN II 

KEHAKIMAN III 

Kepolisian Negara ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan 
dan ketertiban di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum , khususnya Hukum Acara Pidana, 
kepolisian Negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. 

Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 dinyatakan 
bahwa “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk 
bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.” Jadi, kejaksaan adalah 
lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan 

Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun Hakim 
adalah pejabat pengadilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. 
Menurut Pasal 1 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan mengutus 
perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di siding pengadilan dalam hal 
dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang tersebut 



LEMBAGA PERADILAN 

Peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 
sebagai perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989. Peradilan Agama 
bertugas dan berwewenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama 
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) 
kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c) 
wakaf dan shadaqah. 

 

PERADILAN AGAMA 

Peradilan Militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara Pidana terhadap kejahatan atau 
pelanggaran yang diakukan oleh: 
1) seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang RI; 
2) seorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden denga 
Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Perang RI; 
3) seorang yang pada waktu itu ialah anggota suatu golongan yang 
dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang RI oleh atau berdasarkan Undang-
Undang; 
4) orang yang tidak termasuk golongan tersebut di atas (1,2,3) tetapi atas 
keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer. 
 

PERADILAN MILITER 



Peradilan Tata Usaha Negara 

Peradilan Tata Usaha Negara diatur Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diperbaharui 

menjadi UU No. 9 tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Tata Usaha Negara adalah 

administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di 

pusat maupun di daerah. Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Peradilan Tata Usaha Negara 

berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota. 

Peradilan Umum 
 
Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat 
pencari keadilan pada umumnya. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang 
termasuk wewenang Peradilan umum, digunakan beberapa tingkat atau badan 
pengadilan yaitu: 
 
1. Pengadilan Negeri 
2. Pengadilan Tinggi  
3. Pengadilan Tingkat Kasasi 
4. Penasehat Hukum 
 
 



D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Penegakan 
Hukum yang Berkeadilan Indonesia. 
 

Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subyek hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok 

masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu 

ditegakkan. Contohnya: 

 Masih banyak perilaku warga negara khususnya oknum aparatur Negara yang 

belum baik dan terpuji, terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku 

premanisme, dan perlaku lain yang tidak terpuji. 

 Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang 

bermuatan SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap 

etnosentris. 

 Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang 

belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. 



Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. 
Apa yang tertera dalam peraturan hukum (pasal-pasal hukum material) seyogianya dapat terwujud dalam proses 
pelaksanaan/penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk 
meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh 
perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. 
 
Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum akan mengakibatkan kehidupan masyarakat “kacau” 
(chaos). Negara-Bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional, telah memiliki 
sejumlah peraturan perundangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegak hukum. Namun, 
demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara 
terus menerus. 

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan 
Indonesia 
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